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Good Governance, performance reporting. This study uses a quantitative approach with a survey method,
Apparatus collecting data through questionnaires distributed to relevant officials in the Merauke
Competence, Regency government. Data analysis was carried out using multiple regression
Internal Control techniques and path analysis to evaluate the relationship between apparatus
System, LAKIP competence, internal control system, Good Governance, and LAKIP quality. The
Quality, Merauke research uses a quantitative research approach. The sample of this study is 38 OPDs
Regency. with a total of 90 people consisting of Esalon Il and IV officials from each

OPD/Section. The results of the questionnaire were tabulated and analyzed by
Structural Equation Modelling (SEM) using the SmartPLS application. The results of
the analysis prove Good Governance, Apparatus Competence, Internal Control
System, LAKIP Quality in Merauke Regency. Apparatus competencies have a positive
and significant influence on the quality of LAKIP in Merauke Regency, Apparatus
competencies have a positive and significant effect on Good Governance in Merauke
Regency, The Internal Control System has a positive and significant influence on the
quality of LAKIP in Merauke Regency, Good Governance has a positive and
significant effect on the quality of LAKIP in Merauke Regency, Good Governance
mediates the internal control system has a positive and significant effect on the quality
of LAKIP in Merauke Regency, Good Governance mediates the competence of
apartments in a positive and significant manner on the quality of LAKIP in Merauke
Regency, Good Governance mediates the internal control system in a non-positive
and insignificant manner to the quality of LAKIP in Merauke Regency.

Kata Kunci: Abstrack: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Good Governance dalam
Good Governance, memediasi pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal
Kompetensi Aparatur,  pemerintah terhadap kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sistem Pengendalian  (LAKIP) di Kabupaten Merauke. Good Governance, yang mencakup prinsip-prinsip

Internal, Kualitas  transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dianggap sebagai faktor penting dalam
LAKIP, Kabupaten =~ memperbaiki efektivitas dan kualitas pelaporan kinerja pemerintahan. Penelitian ini
Merauke. menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, mengumpulkan data

melalui kuesioner yang dibagikan kepada pejabat terkait di lingkungan pemerintah
Kabupaten Merauke. Analisis data dilakukan dengan teknik regresi berganda dan
analisis jalur untuk mengevaluasi hubungan antara kompetensi aparatur, sistem
pengendalian internal, Good Governance, dan kualitas LAKIP. Penelitian
menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 38 OPD
dengan jumlah 90 orang terdiri dari pejabat Esalon 111 dan IV dari setiap OPD/Bagian.
Hasil kuesioner ditabulasi dan dianalisis dengan Structural Equation Modelling (SEM)
menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil analisis membuktikan Good Governance,
Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas LAKIP di Kabupaten
Merauke. Kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke, Kompetensi Aparatur berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Good Governance di Kabupaten Merauke, Sistem
Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas
LAKIP di Kabupaten Merauke, Good Governance berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke, Good Governance memediasi
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system pengendalian internal berpengaruh secara posifit dan signifikan terhadap
kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke, Good Governance memediasi kompetensi
apartur secara posifit dan signifikan terhadap kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke,
Good Governance memediasi system pengendalian internal secara tidak posifit dan
tidak signifikan terhadap kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke.

Pendahuluan

Konflik dalam sektor publik, terutama pelayanan, sering kali mempengaruhi persepsi
masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Di Kabupaten Merauke, pemerintah
daerah menghadapi tantangan terkait akuntabilitas dan transparansi, yang kerap dipengaruhi
oleh praktik KKN dan penyalahgunaan wewenang. Untuk meningkatkan kepercayaan publik,
penerapan good governance diperlukan, terutama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.

Good governance memainkan peran penting dalam meningkatkan kompetensi aparatur
melalui transparansi, akuntabilitas, serta sistem pengendalian internal yang efektif. Kompetensi
aparatur diukur dari keterampilan, kepemimpinan, serta kemampuannya dalam menerapkan
kebijakan secara efisien. Di Kabupaten Merauke, penerapan Sistem Pengendalian Internal
(SPI) dan penyusunan LAKIP bertujuan memastikan pengelolaan keuangan dan kinerja yang
transparan dan akuntabel. Hal ini mencegah praktik penyelewengan serta memperkuat
kepercayaan publik.

LAKIP menjadi alat evaluasi tahunan yang penting dalam menilai keberhasilan dan
kegagalan pemerintah dalam menjalankan program dan mencapai target yang ditetapkan.
Peningkatan kualitas laporan ini didukung oleh peraturan pemerintah yang menuntut
akuntabilitas dari seluruh instansi, termasuk di tingkat daerah. Implementasi good governance
tidak hanya memperbaiki pelayanan publik tetapi juga berkontribusi dalam membangun
pemerintahan yang transparan dan berdaya guna

Penilaian Akuntabilitas Kinerja BPKAD Kabupaten Merauke tahun 2023 didasarkan
pada perbandingan target dan realisasi kinerja, serta analisis penyebab keberhasilan atau
kegagalan. Dari tiga sasaran strategis, masing-masing dengan satu indikator Kkinerja,
seluruhnya mencapai hasil sangat tinggi, dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dan realisasi target kebijakan serta inventarisasi aset mendekati sempurna.

Good governance menjadi fondasi utama dalam memastikan pengelolaan keuangan
yang transparan, akuntabel, dan responsif. Prinsip-prinsip seperti partisipasi, supremasi hukum,
dan akuntabilitas mendorong integritas laporan akuntabilitas Kinerja pemerintah (LAKIP).
Kualitas LAKIP dipengaruhi oleh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal yang
efektif, yang keduanya memastikan proses penyusunan laporan berjalan sesuai standar.
Pengendalian internal diatur melalui PP No. 60 Tahun 2008, di mana Aparat Pengendalian
Intern Pemerintah (APIP) bertugas mendukung tercapainya akuntabilitas dan efisiensi dalam
pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi aparatur juga berperan penting dalam menyusun
LAKIP yang akurat dan relevan. Good governance tidak hanya menjadi konsep, tetapi juga
kerangka kerja konkret untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan kualitas laporan
Kinerja.

Penelitian ini memetakan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), berdasarkan berbagai studi terdahulu.
Terdapat 11 variabel yang memengaruhi kualitas LAKIP, di antaranya Kompetensi, SPIP
(Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), SAP, Good Governance, Teknologi Informasi, dan
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lainnya. Berdasarkan survei awal di Kabupaten Merauke terhadap 25 aparatur, variabel yang
paling dominan adalah Kompetensi, SPIP, dan Good Governance.

Kompetensi aparatur, sesuai penelitian seperti Erliyanti et al. (2022) dan Fauzi (2022),
berpengaruh signifikan terhadap tata kelola pemerintahan. Kompetensi ini mencakup
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang juga menjadi faktor penting dalam
penyusunan LAKIP berkualitas (Hutagalung, 2018; Usman, 2017). Kompetensi yang rendah
dapat menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan dan tidak sesuai dengan standar yang
ditetapkan. SPIP berperan penting dalam mengendalikan proses pengelolaan keuangan daerah
dan mendukung terciptanya LAKIP berkualitas. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi
SPIP yang baik berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
(Syachnanda, 2019; Wulan et al., 2022).

Good Governance memainkan peran mediasi penting antara kompetensi dan SPIP
terhadap kualitas LAKIP (Hidayat & Setiawan, 2023). Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas dan
transparansi menjadi dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana dinyatakan
dalam berbagai undang-undang terkait keuangan negara dan pelayanan publik. Penelitian ini
bertujuan untuk memahami hubungan antara Kompetensi, SPIP, dan Good Governance dalam
mempengaruhi kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke. Temuan ini diharapkan dapat
memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Kinerja
pemerintah secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa aspek penting terkait pengaruh
kompetensi aparatur dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kualitas Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Kabupaten Merauke. Pertama,
penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kompetensi aparatur mempengaruhi
kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengkaji
pengaruh kompetensi aparatur terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance di
lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak yang diberikan oleh SPI
terhadap kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke. Hal ini akan membantu memahami sejauh
mana sistem pengendalian internal yang diterapkan dapat memengaruhi kualitas laporan
kinerja yang dihasilkan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pengaruh SPI terhadap
penerapan good governance di Pemerintah Kabupaten Merauke. Mengingat pentingnya tata
kelola yang baik dalam pemerintahan, penelitian ini akan menguji peran good governance
sebagai variabel yang berpengaruh terhadap kualitas LAKIP. Penelitian ini juga bertujuan
untuk mengkaji peran good governance dalam memediasi hubungan antara kompetensi
aparatur dan SPI dengan kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke. Dengan demikian, diharapkan
penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana good governance
mempengaruhi atau memediasi hubungan kedua variabel tersebut dengan kualitas laporan
Kinerja pemerintah.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif yang berfokus pada pengumpulan dan
analisis data dalam bentuk angka-angka. Pendekatan kuantitatif menitikberatkan pada hasil
pengukuran objektif dan menggunakan analisis statistik untuk memberikan pemahaman yang
lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan
data secara sistematis dan membuat generalisasi yang dapat menjelaskan berbagai peristiwa
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yang dialami oleh populasi. Dalam konteks pengumpulan data kuantitatif, peneliti
menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama.

Kuesioner dirancang untuk mengumpulkan informasi terkait dengan beragam variabel
penelitian, seperti reward, punishment, kepuasan, etos kerja, dan komitmen organisasi. Melalui
kuesioner ini, responden diminta untuk memberikan tanggapan mereka berdasarkan skala
tertentu yang telah ditentukan, yang kemudian akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau
tren yang relevan(Aswan, 2022). Penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian ini
memungkinkan peneliti untuk mengukur secara sistematis variabel-variabel yang ada dan
memperoleh data yang terukur secara jelas. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipercaya
dan memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman terhadap fenomena yang diteliti,
serta memberikan dasar yang kuat untuk membuat kesimpulan yang valid.

Hasil dan Pembahasan
Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas LAKIP

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi Aparatur berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kualitas LAKIP. Hal ini berarti bahwa Aparatur yang memiliki kompetensi
yang baik dalam hal administrasi dan akuntabilitas kinerja akan lebih mampu menyusun
LAKIP dengan cara yang benar di setiap 38 OPD pada kabupaten Merauke, serta mampu
mengumpulkan dan memproses data dengan memastikan bahwa informasi yang disajikan
dalam LAKIP adalah akurat dan dapat dipercaya, ini merupakan pemahaman tentang prinsip-
prinsip akuntabilitas, format laporan, dan teknik evaluasi kinerja. Kompetensi Aparatur dalam
analisis data dan informasi memungkinkan aparatur untuk mengevaluasi Kinerja instansi
dengan lebih mendalam, hal ini biasa dilakukan dalam penyusunan LAKIP selama satu tahun
berjalan yang dilakukan oleh esalon 11l & IV dari setiap OPD dalam memahami akan
pencapaian target penyusunan anggaran sampai realisasi dalam program kegiatan yang
berlangsung di setiap OPD pada Kabupaten Merauke, apakah target yang hendak dicapai sesuai
dengan RENJA yang dibuat tahun sebelumnya atau tidak. Kompetensi Aparatur dapat
mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area yang perlu perbaikan dan menyajikannya
dengan jelas dalam LAKIP. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menemukan
pengaruh positif dan signifikan kompetensi Aparatur terhadap Kualiatas LAKIP menurut
Erliyanti et al., (2022), Wafa et al.,(2020), Fauzi, (2022), Hartikayanti, (2020), Ardiyanti &
Supriadi, (2018).

Good Governance memediasi hubungan kompetensi aparatur terhadap Kualitas LAKIP.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perang Good Governance sangat
mempengaruhi kompetensi Aparatur secara positif dan signifikan terhadap Kualitas LAKIP.
Good Governance berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan kompetensi aparatur
dengan kualitas LAKIP melalui pengaturan yang efektif, peningkatan kapasitas, dan
pengawasan yang ketat. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik memastikan bahwa kompetensi
aparatur pemerintah mampu menghasilkan laporan yang berkualitas tinggi, yang pada
gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan yang baik di Kabupaten
Merauke, Good Governance mendorong pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur,
yang memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam menyusun, melaksanakan, dan
melaporkan program-program pemerintah di setiap lini di Kabupaten Merauke. Dengan
kompetensi yang lebih baik, kualitas LAKIP yang dihasilkan juga akan meningkat dan
berdayaguna demi peningkatan Laporan akuntabilitas kinerja setiao OPD. Prinsip-prinsip
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Good Governance seperti transparansi dan akuntabilitas mendorong instansi pemerintah untuk
menyajikan laporan yang jujur dan terbuka. Aparatur yang kompeten dapat memastikan bahwa
informasi yang disajikan dalam LAKIP akurat dan relevan sesuai . Good Governance
menetapkan standar dan prosedur yang jelas untuk pelaporan akuntabilitas kinerja setiap OPD.
Kompetensi aparatur dalam memahami dan menerapkan standar ini akan mempengaruhi
kualitas LAKIP. Dengan adanya pedoman yang jelas, pegawai dapat menghasilkan laporan
yang sesuai dengan ekspektasi dan regulasi yang berlaku sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Good Governance melibatkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang memastikan bahwa
laporan Kinerja dinilai secara objektif dan terukur. Aparatur yang kompeten dapat lebih efektif
dalam menghadapi proses evaluasi ini dan memperbaiki laporan berdasarkan umpan balik yang
diterima seperti yang telah dilakukan di OPD pada Kabupaten Merauke. Prinsip-prinsip Good
Governance mendorong keterlibatan publik dalam proses pengawasan dan pelaporan.
Kompetensi aparatur dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan publik akan
mempengaruhi bagaimana informasi dalam LAKIP dipahami dan diterima oleh masyarakat.
Menurut Caroline G. Hernandez, yang menyatakan bahwa “transparansi dan akuntabilitas dari
pihak yang berwenang adalah elemen kunci dari good governance.”

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas LAKIP

Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas LAKIP dilihat
dari beberapa faktor Sistem Pengendalian Internal membantu memastikan bahwa pelaporan
kinerja mengikuti peraturan dan standar yang berlaku sesuai dengan kebijakan internal,
peraturan pemerintah, dan standar akuntansi. Kepatuhan ini penting untuk menjaga integritas
LAKIP dan menghindari potensi permasalahan hokum/ administrative. System pengendalian
internal yang efektif membantu memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan disajikan
dalam LAKIP akurat dan dapat dipercaya, system pengendalian internal yang baik membantu
mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan instansi.
Pada dasarnya kontrol yang memadai dan berkesinambungan disetiap instansi pemerintahan
dapat mengantisipasi dan mengatasi masalah yang dapat berdampak negatif pada kinerja serta
pelaporan. System pengendalian internal secara efektif mencakup mekanisme serta evaluasi
dan perbaikan demi pencapaian target dari setiap OPD. Umpan balik dari hasil audit dan
evaluasi system pengendalian internal dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas LAKIP
dari waktu ke waktu. Ini terbukti bahwa pencaian Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menilai pengelola keuangan daerah dengan
predikat WTP selama 9 kali dengan meliputi kepatuhan perundang-undangan, Kinerja
keuangan, pengelolaan asset daerah, kapatuhan terhadap pengadaan barang/jasa, kualitas
laporan keuangan, evaluasi program kerja, yang menandakan bahwa system pengendalian
internal di lini setiap OPD sampai kabupaten memenuhi standar yang sesuai. Sistem
pengendalian internal menyediakan struktur pengawasan dan evaluasi yang diperlukan untuk
menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan di setiap OPD pada
Kabupaten Merauke.

Good Gavernance memediasi hubungan pengaruh Sistem Pengendalian Internal
terhadap Kualitas LAKIP

Good Governance membantu memastikan bahwa system pengendalian internal
diterapkan dengan cara yang lebih efektif dan konsisten. Prinsip-prinsip yang berlaku seperti
transparansi dan akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas, pengendalian resiko, kepatuhan,
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peningkatan kualitas laporan dalam Good Governance mendorong pengelolaan SP1 yang lebih
baik. Misalnya, transparansi dalam proses pengendalian internal memungkinkan identifikasi
masalah lebih awal, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap pelanggaran atau
kesalahan dalam system pengendalian internal dapat ditindaklanjuti dengan serius. Dengan
adanya prinsip Good Governance, proses penyusunan dan pelaporan LAKIP menjadi lebih
terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan setiap tahunny, Good Governance mendukung
praktik pelaporan yang jujur dan akurat, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas LAKIP.
Melalui akuntabilitas, laporan yang dihasilkan menjadi lebih dapat diandalkan, sedangkan
partisipasi dan transparansi memungkinkan pemangku kepentingan untuk memberikan
masukan dan umpan balik yang konstruktif.

Good Governance mendorong kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan
yang berlaku. SPI berfungsi untuk memastikan bahwa peraturan tersebut diikuti dalam praktik,
sedangkan Good Governance menguatkan budaya kepatuhan ini dengan menciptakan
lingkungan yang mendukung dan mempromosikan standar etika yang tinggi. Kepatuhan ini
sangat penting untuk menghasilkan LAKIP yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang
ditetapkan. Good Governance mendorong proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam
konteks SPI, prinsip ini memfasilitasi penilaian reguler terhadap efektivitas kontrol dan
mekanisme yang ada, serta membuat penyesuaian yang diperlukan. Evaluasi yang dilakukan
secara berkala ini juga berdampak positif pada kualitas LAKIP, karena memungkinkan instansi
untuk terus memperbaiki cara mereka melaporkan dan mengevaluasi kinerja mereka. Good
Governance memperkuat kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah dengan memastikan
bahwa laporan yang diberikan adalah akurat dan dapat dipercaya. Kepercayaan ini penting agar
kualitas LAKIP diterima dan dihargai oleh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.
Sistem Pengendalian Internal yang efektif, didukung oleh prinsip-prinsip Good Governance,
meningkatkan kredibilitas laporan kinerja dan membantu membangun kepercayaan setiap .
Secara keseluruhan, Good Governance berperan sebagai jembatan yang menghubungkan
system pengendalian internal pada Kualitas LAKIP di kabupaten Merauke dengan
menciptakan lingkungan yang mendukung kontrol internal yang baik dan pelaporan kinerja
yang transparan dan akuntabel dibutuhkan.

Pengaruh Good Governance terhadap kualitas LAKIP

Good Governance mendorong transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan
keuangan. Dengan prinsip transparansi, informasi mengenai penggunaan anggaran dan hasil
kinerja menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh publik. LAKIP yang baik mencerminkan
akuntabilitas instansi pemerintah khususnya di Kabupaten Merauke. Pada dasarnya tata kelola
Pemerintahan yang baik diterapkan, laporan tersebut akan lebih akurat dan jujur, memaparkan
pencapaian dan kendala dengan jelas. Good Governance menekankan pentingnya perencanaan
strategis yang baik. Instansi pemerintah yang menerapkan prinsip ini akan memiliki rencana
kerja yang jelas dan terukur. Kualitas LAKIP meningkat ketika ada perencanaan yang
terstruktur dengan baik. LAKIP akan lebih efektif dalam menyampaikan pencapaian hasil
sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun. Good Governance juga berfokus pada
efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Instansi pemerintah yang memiliki
tata kelola yang baik cenderung lebih efisien dalam penggunaan anggaran dan sumber daya
lainnya. LAKIP akan mencerminkan penggunaan sumber daya yang efisien dan hasil yang
optimal, serta memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana anggaran digunakan untuk
mencapai hasil yang diinginkan. Good Governance melibatkan sistem pengawasan dan
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evaluasi yang kuat. Pengawasan yang baik membantu memastikan bahwa pelaksanaan
program dan kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan setiap
tahunnya. LAKIP akan lebih berkualitas jika melibatkan umpan balik dari berbagai pihak yang
berkepentingan, sehingga mencerminkan pandangan yang lebih luas tentang kinerja instansi.
Good Governance menekankan integritas dan etika dalam administrasi publik. Instansi yang
mematuhi prinsip-prinsip ini akan menghasilkan laporan yang lebih kredibel dan bebas dari
penyimpangan. Kualitas LAKIP mencerminkan sejauh mana laporan tersebut bebas dari
kepentingan pribadi/manipulasi data, serta seberapa jujur dan akurat laporan tersebut serta
transparansi dalam menggambarkan kinerja di setiap OPD pada kabupten Merauke . Dengan
menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) , instansi
pemerintah dapat meningkatkan kualitas LAKIP yang memiliki korelasi sangat baik. Kualita
LAKIP tidak hanya mencerminkan kinerja instansi tetapi juga membangun kepercayaan publik
terhadap pengelolaan pemerintahan yang diukur dari pengelolaan anggaran sampai tata laksana
pemerintahan yang baik di Kabupaten Merauke.

Pengaruh tidak langsung kompetensi aparatur terhadap kualitas LAKIP yang dimediasi
oleh good governance

Hal pengukuran melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh
pegawai pemerintah yang mempengaruhi kinerja mereka. Kompetensi yang tinggi biasanya
berhubungan dengan kualitas pekerjaan yang baik. Dalam proses evaluasi bagaimana tingkat
kompetensi aparatur mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip good governance, hal ini
mengacu pada Kompetensi yang tinggi biasanya mendukung penerapan prinsip-prinsip
governance yang lebih baik. Prinsip-prinsip good governance yang baik dapat meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kualitas LAKIP. Kebijakan yang berdasarkan
temuan penelitian untuk meningkatkan kompetensi aparatur, memperbaiki praktik good
governance, dan akhirnya meningkatkan kualitas LAKIP. Kompetensi aparatur yang dilakukan
secara baik mungkin tidak langsung meningkatkan kualitas LAKIP tetapi melalui peningkatan
good governance. Lakukan penelitian lebih lanjut untuk memvalidasi model mediasi ini dalam
konteks spesifik di OPD atau kabupaten Merauke, maka dapat disimpulkan bahwa good
governance memediasi hubungan kompetensi aparatur terhadap kualitas LAKIP.

Pengaruh tidak langsung sistem pengendalian internal terhadap kualitas LAKIP yang
dimediasi oleh good governance.

Good governance mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
yang tinggi. Prinsip-prinsip ini mendukung penerapan SPI dengan lebih efektif, karena
pengelolaan yang baik akan mendorong pelaksanaan pengendalian internal yang lebih ketat
dan berfokus pada kualitas SPI yang efektif memerlukan lingkungan governance yang baik
untuk bisa berfungsi secara optimal. Good governance menyediakan kerangka kerja yang
mendukung implementasi SPI dengan lebih efektif, seperti pengawasan yang lebih baik dan
pelaporan yang lebih transparan.

Kualitas LAKIP meningkat ketika SPI diterapkan dalam konteks good governance yang
solid. Good governance memastikan bahwa pengendalian internal diterapkan dengan cara yang
benar dan konsisten, yang pada gilirannya memperbaiki akurasi dan keterandalan laporan
kinerja. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas LAKIP lebih signifikan ketika
didukung oleh praktik good governance. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas LAKIP,
penting untuk memperkuat good governance sebagai mediator, yang akan memastikan bahwa
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system pengendalian internal diterapkan dengan lebih efektif. Sehingga hipotesis keenam (H7)
good governance memediasi hubungan sistem pengendalian internal terhadap kualitas LAKIP
tidak diterima.

Implikasi Penelitian
a. Implikasi Penelitian Teoritis

Pengembangan teori Good Governance yaitu penelitian ini dengan jelas memperluas
pemahaman bagaimana peran Good Governance berfungsi sebagai mediator dalam hubungan
antara kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadapa kualitas LAKIP di
Kabupaten Merauke. Hal ini dipengaruhi oleh interaksi antara faktor-faktor bagaimana Good
Governance berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Pemerintahan
khususnya pada Kabupaten Merauke.

Pengembangan dalam penelitian akuntabilitas bagaimana mengispirasikan tentang
model-model mediasi baru dalam kajian akuntabilitas pemerintahan, khususnya bagaimana
Good Gavernance dapat mempengaruhi efektifitas sistem pengendalian internal dan
kompotensi aparatur dalam menghasilkan LAKIP yang berkualitas khususnya di kabupaten
Merauke. Hal ini bisa melalui OPD /lini terkecil misalkan pada Bagian SETDA dan OPD
sekitarnya yang mampu menyusun rencana sampai pencapaian realisasi sesuai dengan target
kegiatan yang disusun, melalui realisasi triwulan demi pengukuran tingkat kinerja dari setiap
OPD dalam hal penyerapan anggaran dan juga pemanfaatan anggaran yang berlaku sesuai
dengan kebutuhan setiap OPD di Kabupaten Merauke.

b. Impilkasi Penelitian Manajerial

Implikasi yang mengarah pada rekomendasi untuk meningkatkan praktik good
governance di kabupaten Merauke termasuk perbaikan dalam pelatihan sumber daya manusia
aparatur pemerintahannya, peningkatan sistem pengendalian internal dan penerapan standar
good governance yang lebih ketat. Strategi dalam mengintegrasikan kompetensi aparatur dan
sistem pengendalian internal dengan prinsip-prinsip good governance pengembangan indikator
yang relevan dan mekanisme evaluasi yang lebih baik sangat diperlukan pada zaman ini.
Akuntabiltas dalam Kkinerja menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah OPD dalam
penyempurnaan setiap visi dan misi di setiap OPD. OPD yang keterkaitan dengan transparansi
dan akuntabilitas seperti BPKAD yang mempu mempertanggungjawabkan akuntabilitas dan
transparansi pengelola keuangan dan aset daerah melalui hasil laporan pemeriksaan oleh BPK,
hasil dari pemeriksaan tersebut Kabupaten Merauke memperoleh predikat WTP selama 9 kali
berturut-turut. Hal ini merupakan kebanggaan bagi Kabupaten dalam penerapan laporan
pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Merauke. Inspektorat juga berperan
penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat kabupaten Merauke. Setiap OPD di kabupaten wajib melaporkan
Realisasi triwulan selamat 1 tahun dan LAKIP setiap tahun melalui Inspektorat sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada Inspektur yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi
aparatur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Aparatur yang memiliki kompetensi yang baik dalam
hal administrasi dan akuntabilitas kinerja lebih mampu menyusun LAKIP dengan benar, serta
mampu mengumpulkan dan memproses data secara akurat dan terpercaya. Kompetensi ini
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menjadi faktor penting dalam memastikan informasi yang disajikan dalam LAKIP sesuai
dengan standar yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan
bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam lingkup pemerintahan sangat menentukan
kualitas laporan yang dihasilkan, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip Good Governance memiliki pengaruh yang sangat
signifikan terhadap kompetensi aparatur dan kualitas LAKIP. Prinsip-prinsip seperti
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi mendorong instansi pemerintah untuk menyajikan
laporan yang jujur, terbuka, dan berkualitas. Good Governance menyediakan standar dan
prosedur yang jelas dalam penyusunan LAKIP, memastikan bahwa laporan yang dihasilkan
sesuai dengan harapan publik dan memenuhi standar akuntabilitas. Dengan adanya penerapan
prinsip-prinsip ini, aparatur pemerintahan didorong untuk terus meningkatkan kompetensinya
dan bekerja dengan standar yang lebih tinggi, yang berujung pada peningkatan kualitas laporan
yang lebih detail, objektif, dan terstruktur.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas
LAKIP. SPI membantu memastikan bahwa pelaporan kinerja mengikuti peraturan dan standar
yang berlaku, menjaga integritas dan keandalan laporan. Dengan adanya kontrol internal yang
efektif, risiko kesalahan atau penyimpangan dalam penyusunan LAKIP dapat diminimalkan.
SPI yang baik memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penyusunan laporan dilakukan
dengan akurat dan transparan. Namun, tanpa dukungan Good Governance, SPI mungkin tidak
berjalan optimal dalam meningkatkan kualitas laporan. Oleh karena itu, Good Governance
berperan sebagai mediator yang signifikan, memperkuat pengaruh positif SPI terhadap kualitas
LAKIP dengan menjamin akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, dan partisipasi aktif dari
para pemangku kepentingan.

Good Governance tidak hanya berfungsi sebagai pilar yang memperkuat SPI, tetapi
juga memainkan peran sentral dalam meningkatkan kualitas LAKIP secara langsung. Dengan
penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, instansi pemerintah dapat menyusun laporan
yang lebih akurat dan relevan. Proses penyusunan LAKIP yang dilakukan secara terbuka dan
melibatkan berbagai pihak memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan kebutuhan dan
harapan masyarakat, serta mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan
keputusan. Hal ini menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja
pemerintahan, khususnya dalam konteks Kabupaten Merauke, di mana penerapan Good
Governance diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas laporan akuntabilitas di
setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan demikian, penerapan Good Governance dalam sistem pemerintahan, didukung
oleh kompetensi aparatur dan SPI yang efektif, dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk
meningkatkan kualitas LAKIP secara keseluruhan. Melalui mekanisme pengawasan,
akuntabilitas yang jelas, serta partisipasi stakeholder, kualitas laporan Kinerja instansi
pemerintah dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan. Hal ini sangat penting untuk memastikan
bahwa pemerintah terus berjalan pada jalur yang benar, memberikan layanan publik yang
maksimal, serta mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek Kinerjanya.
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